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TINJAUAN

Cleh Sritue Arief

istem  politik suatu negara merupakan
slemen sentral dalam seluruh  upaya
membangun masyarakat baru. Oleh
- sebab itu, setiap penyimpangan dari
tjuan-tujuan pembangunan yang secara politis
ielah dicetuskan, jelas terkait bukan hanya
dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik yang
telah dilaksanakan, tetapi juga dengan sisiem dan
distribust kekuasaan yang ada serta bagaimana
kelembagaan-kelembagaan sosial yang ada
menjalankan {ungsinya.

Ada dua sebab ntama kenapa sistemn politik
merupakan elemen sentral perubahan masyarakat.
Pertama, tujuan pembangunan, yang pada hake-
kamnya adalah peningkatan harkat kemanusiaan
selurah anggola masyarakal, menghendaki suatu
proses restrukturisasi, baik yang menyangkut
status maupun posisi kekuasaan yang ada di
dalam masyarakat. Hanya jnlur politik yang dapat
melakuian pekerjean besar ini. Keduoa, ujuan
pembangunan yvang masih bersifat aspiratif
menghendaki sualu proses pencipiaan konsensus
dari seluruh anggota masyarakat, sehingga tum-
buh persepsi yvang sadar mengenal periunya
perubahan, Juga, hanya jalur politiklah yang diha-
rapkan dapat melakukan inisiatif mengenai ini.

telah secara eksplisit mencantumican hak asasi, '
warga negara Republik Indonesia, yang diperinci
schagai berikut:
1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan, serta hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(Pasal 27);
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan
mengeluarkan pildran dan tulisan (Pasal 283;
3. Kemerdekaan tiap-tiap pendudui untuk me-
meluk agamanya masing-masing (Pasal 29%;
4. Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha
pembelaan negara (Pasal 30);
5. Hak mendapat pengajaran (Pasal 31%; dan
6. Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar
untuk dipelihara oleh negara (Pasal 34),
Tujuan tulisan ini ialah mengemukakan suata
analisis mengenai salah satu aspek hak asasi
manusia yang dischutkan dalam pasal 27 UUD
1945 seperli yang dikemukakan di atas, yaitn hak
untuk memperolch pekerjaan dan p{,nghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Secara konkret ini
dijabarkan dalam bentuk hak untuk kelvar dard
kancah kemiskinan atag hak untuk tidak menjadi
miskin, papa dan sengsara,
Untuk tujuan tersebut, tulisan ini dibagi dalam

2

Undang-Undang Dasar 1945, schagai doku-
mentasi jahsr politk negara Republik Indonesia

cmpal bagian: perlami, ik asasl manusis setd-
gal manifestasi aspirasi politik dan aspirast per-
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baikan tingkat kehidupan; kedua, dialektikag
hubungan ekonomi dan pelaksanaan hak asasi
manusia di bidang ekonomi; ketiga, hambatan-
hanbatan ekonomi-politik pelaksanaan hak asasi
manusia di bidang ekonomi; dan keempat,
kesimpulan dan catatan penutup. '

Hak Asasi Manusia sebagai
‘Manifestasi Aspirasi Politik -
dan Aspirasi Perbaikan
Tingkat Kehidupan

Sockamo dengan jelas pemnah mengemukakan
bahwa tojuan atama  kemerdeka-an politik dan
peningkalan kehidupan rakyat adalah dari situasi
mereka yang miskin dan papa menjadi situasi
yang makmur, Hak untuk merdeka, yang meru-
pakan hak asasi mannsia, haruslah digunakan
untuk memperoieh hak hidup sejahtera. Mepuarut
Sockarno, merdcka fanpa rakyat yang hidup
sejahtera bukanlah merapakan tajuan mendirikan
negara Republik Indonesia, Tioutilah Seckamo;

* Banyak diantara kaum nasionalis Indonesia
“yang berangan-angan: jempol sekali jikalau negeri
kita bisa seperti negesi Jepang atau negeri Amerika
atau negeri Inggeris. Armadanya ditakutl dunia,
kotanya haibat-haibat, bank-banknya meliputi
dimia, henderanya kelihatan dimana-mana. Kaum
nasionalis yang demikian it fupa bahwa barang
yang haibat-haibat ita adalah hatsilnya kapualisme

" Kaum nasionalisme yang demikian itu adalah
kaum nasionalis yang burgerlijk, yaitu kaurn
nasionalis burjuis. Mereka bisa uga revolusioner,
telapi revolusionernya adalah Burgerlijk
Revolutionair. Mereka hanyalah ingin Indonesia-
Merdeka sahaja sebagai maksud yang pengha-
bisan dan tdak sustu masysrakat yang adil zonder
ada kaum yang tenindas. Mereka lupa, bahwa
Indonesia-Merdeka hanyalah suatu syarat sahaja
untuk memper bald masyarakat Indonesia yang
rusak itu. Mereka adalah burgerlijk revolutionair dan
tidak social revolutionair....

Nasionalisme kit tidak boleh nasionalisme
vang demildan itu, Nasionalisme kita haruslah

daripada menselijikcheid ...

Nasionalisme kita, oleh karenanys, haruslah
nasionalisme yang dengan perkataan bara kami
sebutkan: Sosio-Nasionalisme dan demokrasi yang
harus kita cita-citakan haruslah juga demolaasi
vang kami sebulkan: Sosio-Demokrasi.

Apakah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi .
im? ... .

Sosio-nasionalisme adalah dus: nasionalisme-
masyarakat dan sosic-demokrasi adalah demok--
rasi-masyarakat. Tetapl apakah nasionalisme-
masyarakat dan demokrasi-masyarakat in:?

Masionalisme-masyarzkat adalah nasionalisme -
yang timbulnya tidak karena "'rasa’ sahaja, tidak -
karena "'gevoel’” sshaja, tidak karena *lymiek’”
sahiaja, letapt 1alah karena keadaan-keadaan yang
nyala di dalam masyarakal. Nasionalisme
masyarakat-sosio-nasionalisme-bukanlah
nasionahisme ngelamun’’, bukan nasionalisme
"kemenyan’', bukantah nasionalisme “'melayang ™
tetapi ialah nasionalisme yang dengan dua-dua
kakinya berdiri ¢i dalam masyarakat, -

Memang, maksudnya sosio-nasionalisme ialah
memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat
i, schingga keadaan yang kini pincang its menjadi
keadaan yang sempurna, tidak ada kaam yang
lertindas, tidak ada kaum yang cilaka, tidak ada
kaum yang papa-sengsara ...

Jadi: sosio-nasionalisme adalah nasionalisme
yang bermaksud mencari keberesan politik DAN
keberesan ekonomi, keberesan negeri DAN
keberesan rezeki. (Scckamo, 1932

Sockamo menganut pendinian bahwa revolu-
st kebangkitan bangsa Indonesia schagai bekas
bangsa terjajah dan sebagai bangsa yang telah
hidup dalam alam feodalisme ratusan tahun lama-
nya, haruslah mengandung dua sisi. Sisi yang
pertama ialah revolusi nasional untuk menge-
nyahkan kolonialisme dan imperialisme asing.
Sist yang kedua ialah revolust sosial untuk sccara
fundamental mengkoreksi strukiur sosial-ckone-
mi yang ada di dalam masyarakat. Sockarno
sangai menyadari adanya kepincangan yang
sangat menyolok dalam strukiur sosial di mana

nasionalisme yang mencan selamatnys perike-
manusiazn. Nasionalisme kita harasiah Iahir

massa rakyat mdup di dalam suatu stelsel yang
cksploitatlf, Sockamo berpendapat bahwa kemer-

AFKAR, MNOMOR PERKERMALAN, OKTOBERDESEMBER 1992 35




TINJAUAN

dekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan
it sendirt, tetapi kemerdekann hanya merupakan
syarat untuk dapat melakokan korcksi yang men-
dasar dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan
ckonomi di ciaiam m'xsyarakaL

UUD 1945 yang telah dxscbut%mn sebclumnyd
mengenai halk asasi manusia, maka jelas terlihat
kesejajaran antara aspirasi politik untuk merdcka
dan aspirasi ekonomi untuk membebaskan rakyat
dari belengga kemiskinan yang secara strukiral
disebabkan oleh proses eksploitasi, baik dari
dalam maupun dari luar, Dengan perkatann lain,
aspirasi politik yang berkaitan dengan hak asasi
manusia daiam suasana merdeka haruslah diikuli
oleh suaty perubahan strukiaral dalam dialekiika
hubungan ekonomi antar akior-aktor ekonomi di
dalam masyarakat,

Dialektika Hubungan Ekonomi dan
Pelaksanaan Hak Asasi Manesia dalam
Bidang Ekonomi

‘Fokus utama spatu analisis ekonomi politik
ialah sifat interaksi antar akior-aktor ekonomi di
dalam masyarakat melalui rangkaian kegiatan
produksi maupun pertukaran, Darl analisis ini
akan diperoleh gambaran mengenat apakah ter-
dapat mekanisme yang membuka ruangan untuk
suatu proses emansipasi ekonomi pihak sirata ba-
wah dalam strukior sosial, atau terdapat meka-
nisme yang justru memblokkir proses emansipasi
ekonomi pihak strala bawah ini. Dalam konteks
manifestasi hak asasi manusia, analisis mengenai
sifat interaksi antar akior-akior ekonomi (dialck-
tika hubungan ekonomi antar aktor-akor ekono-
mi) akan menunjukkan indikasi mengenai apakah
hak asasi manusia di bidang ekonomi telah dapat
dimanifestasikan dalam kenyatazn olch mayoritas
masyarakai ekonomi, atag mayoritas masyarakai
ekonomi ini justru makin terdesak dalam beleng-
gu eksploitaf,

Sebehum  cksposist mengenai dialektika hu-
bungan ekonomi i Indonesia dikemukakan, ada

hak asasi manusia, yang terkandung dalam -pe-:
ngertian hak asasi manusia yang berkaitan .:'dé:.
ngan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
sesuat dengan pasal 27 UUD 19435, Batasan atan
definisi mengenai imbalan ekonomi yang diper--
oleh para produsen kecil yang jumlahnya maéé,:if o
dadam masyatakat Indonesia, sesuai dengan dasar '
hak asast manusia, juga akan diberikan.
Matta mengemukakan penjelasan mengenal_] :
tingkat upah dan gaji yang sesuai dengan dasar.
hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagax :
berikut: -

Dalam Undang-Undang hendaklah ditetapkan - -
balwa upah dan gaji cukup untuk hidup. Tidak
saja cukup untuk makan dan pakaian, tetapi jupa
uruk membayar sewa rumah, belanja anal-anale
bersekolah dan pembayar pajak segala rupa serta;
menyimpan serba sedikit sebagai celengan untuk
kemudian hari (Haua, 1981).

Selain tinglkat upah dan gaji berdasarkan de-.
finisi yang terscbut di atas, Hatta juga meng-
hendaki adanya undang-undang mengenai ke-
wajiban pengusaha pabrik dan perusahasn pada
amumunya untuk menyediakan pemeliharaan ke-
schatan buruh dan tabungan pekerja (Hatta, 1981)

Batasan atau definist mengenai imbalan sko-
nomi yang harus ditcrima oleh aktor-aktor eko-
nomi yang tedibal datam kegiatan pertukaran,
ialah imbalan yang diperoleh masing-masing ak-
lor berdasarkan proses tawar-menawar yang
bebas, sehingga distorsi harga dapat dihindarkan.
Dalam sitoast ini tidak terbentuk monopoly-price
maupun meropsery-price oleh aktor-akior yang
kuat posisinya,

Diakleklika hubungan ekonomi antar aktor-
aklor ekonomi, dalam kegiatan produksi di sek-
tor modem di Indonesia tidaklah dapat dianggap
sebagai dialektika hubungan ekonomi vang telah
memungkinkan terbentuknya tingkat upah berda-
sarkan hak asasi manusia seperti yang telah dide~
{inisikan Hatta. Di Indonesia, proses produksi
dalan: sektor industri, misalnya, menunjukkan

baiknya r sint diberikan batasan atav delinisi
mengenai tingkat upah dan gaji, scsuail dengan

suat proses produksi yang berlandaskan prinsip-
prinsip neo-klasik, sesuai dengan strategi dan
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-=keb1_1aksaman pembangunan yang diterapkan,
‘yang sangai memberikan rangsangan kepada
pemilik faktor modal, untuk tujuan akumulasi
‘surplus. Dalam hal ini aktor yang akan melaku-
kan akumulasi surplus ialah pemilik fakior
' -'modai sehingga kenatkan produktivitas dalam
.-proses produksi scbagian besar disebabkan oleh
“non-labour inputs, Dalam kontcks sepertl ini,
sl __tegl gan kebijaksanaan pembangunan pada
'”hakekamya sadar atau tidak sadar, beriujvuan
untuk meminimalkan pembayaran terhadap fak-
-tor burizh demni memaksimakan nilal tnbah. Dan
dalam -porsi nilai tambah yang didominasi oleh
{aktor non-burzh ini terkandung apa vang disebut
rente ekonomi’.

Secara model sederhung, dialektika hubungan
ekonomi ini dapat diformulasikan dengan menge-
mukakan analisis fungsi produksi yang berikui
int. Fungsi preduksi yang menunjukkan hubung-
an anlara outpii agregat dengan faktor-fakior
produksi adalah:

Persamaan 1

Q=F(B,K,N), di mana
B = tenaga buruh
K =modal
M = teknologi dan lain-lain

Berdasarkan  paradigma neo-klasik, pertam-
bahan omput diperolch dengan mengalikan per-
tambahan input dengan produktivitas batasnya
masing-masing:

Persamaan 2

d Q={b.dB + fled¥ + fn.dN

Kondisi utama bagi suatt proses produksi yang
efisien menghendaki adanya nilai produk batas
fakior-faktor produksi vang digunakan sama de-
ngan biaya batasnya, schingga tingkat keunlung-
an dapat dimaksimakan. Kcuntungan adalah

lam situasi persaingan sempurna adalah meru- |
pakan penjumiahan pembayaran kepada faktor-
faktor produksi sesuai dengan produktivitas batas
masing-masing. Berdasarkan ini, maka nilai
output didistribusikan kepada faktor- faktor
produksi sebagai berikut: L

Persamaan 3
Y=wB+rK+nN

Digtribusi pendapatan (puprd) vang dinyatakan
dalam persamaan (3} di atas diformulasikan atas
dasar asumsi adanya kesempurnaan dalam pasar
faktor-faktor produksi sehingga setiap fakior pro-
duksi mempunyai bergaining power yang sede-
mikian rupa, yang menunjukkan faktor-faktor
produksi ini memperoleh pendapatan yang wajar.
Bargpaining power yang memungkinakn fakior-
faktor produksi merperoleh imbalan ckonomi
vang wajar hanya dapat terwijud apabila ada ke-
lembagaan masyarakat yang demokratis di dalam
masyaraxal. Dalam situasi seperti ini, maka pen-
dapatan masing-masing fakior plodukst adajah:

Pendapatan Buruh = fh, dB
Pendapatan Modal = {k. dK
Pendapatan Faktor Lain = fn.dN

Di - Indonesia, lingkungan produksi sangat ti-
dak sempurna. Terdapat berbagal perangsang
{moneter, fiskal, dan lain-lain} yang diberikan
kepada faktor modal, wknologi dan faktor-faktor
produksi pon-buruh lainnya sehingga tegjadi dis-
torsi dalam penetapan harga fakior-faktor pro-
duksi. Terdapat elemen-elemen ketidaksempuir-
naan pasar seperti kekuatan monopoli dan mo-
nopsoni-yang mengakibatkan para industrialis
mempunyai bargaining power yang sangat kuat,
tidak terdapatnya informasi yang cukup menge-
nai kondisi-kondisi pasar, dan tidak mampunya
banyak orang dalam memberikan respons yang
rasional terhadap kesempatan-kesempatan pasar

selisi1 antara jumlah penghasiian yang diterima
dengan jumlah biaya yang dibayarkan, yang da-

yang terbuka disebabkan berbagal kendala struk-
wral. Dalam suasana seperti ini, pembagian man-
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faat ckonomi tidak mencerminkan distribusi pen-
dapatan seperti yang dinyatakan dalam persa-
amaan (3} di atas. Ada fakior produkst yang mene-
rima pendapatan yang di bawah kewajaran
{undercompensaied) dan ada faktor produksi
yang memperoleh pendapaian yang di atas ke-
wajaran (overcompensated). Ini bermakna ada
fakior produksi yang memperolch pendapatan
-Jebih rendab dari produktivitas batasnya dan ada
fakior produksi yang memperoleh pendapatan
vang lebib tinggi dari produltivitas batasnya.
0Oleh. karena kaum buruh merupakan golongan
yang paling lemah dalam sisicm produkst, maka
fakior buruh idak mendapat pembayaran secara
wajar yaitu memperoleh pendapatn di bawah
produktiviias batasnya. Terdapat komponen ren-
te ckonomi dalam pendapatan yang dilerima oh,h
faktor produksi vang memperoleh pendapatan di
atas kewajaran,

‘Akibat adanya komponen renle ekonomi ini,
maka nilar pendapatan harus dipilah menjadi:

Persamaan 4
Y=E+R

di mana E menunjukkan komponen penda-patan
yang diterima sesuai dengan produktivits yang
schenarnya atau sesuai dengan jerih payah
{earned income) dan R adalab komponen renic
ckonormi,

Berdasarkan pemifahan ini, maka nilai penda-
patan vang diterima oleh faktor-fakior produksi
setelah hadirnya komponen renle ekonomi men-
jadi:

Persamaan 5
Y= (1-DwB + (Q+g) i+ (1+h) nN
f, g dan h adalah possiporsi rente ckonomi yang

diterima oleh faktor-faktor produksi. Oleh karena,
sepertl yang dinyatakan sehelumnya, bahwa [hk-

fakior-faktor produksi yang lain memperg_leh
pendapatan lebih tinggi dari produktivitas batas
batas masing-masing maka faktor buruh bukanlah
pihak yang menikmati renie ekonomi, sehingga
porsi rente ekonominya bertanda negatif, Falcior-
faktor produksi yang lain adalah faktor-faktor -
produksi yang menikmal rente ekonomi sehing-: -
ga porsi rente ckonomi untuk masing-masing or-
tanda positif. Pendapatan untuk masing- -masing
faktor produksi dengan hadimya komponen rente '
ckonomi menjadi scbagai berilkut : :

Pendapatan Burtth = (1-H) wB < fh.dB
Pendapatan Modal = (l+gyrK > kdK - 20
Pendapatan Faidor Lain = (I1+h) nN > fndiN

Jikalau kita asumsikan bahwa pendapatan vang
diperolelr piliak buruh yang sesual dengai pi‘b-
cuklivitas balasnya, yaitu fb.dB, adalah meru-
pakan pendapatan yang didasarkan atas hak asasi
manusia, maka eksposisi yang telah dikemukakan
di sini menunjuikkan bahwa pada umumnya kanm
bareh di Indonesta di sektor industri dapat dika-
takan tidak memperoleh imbalan ckonomi atas
dasar hak asasi manusia. Kaum buruh berada da-
lam posist vang dicksplottasi schingga mencipta-
lan kantong-kantong kemiskinan dalam sistem
produksi. Tuntutan-tunietan perbaikan tingkat
upah yang bertubi-iubi dicetuskan oleh kaum
burus pabrik di Indonesia pada tahun-tahun ter-
akhir ini menunjukkan betapa manifestasi hak
asast manusia dalam sistem pembayaran terhadap
jasa kaum burub iidak terlaksana, schingga
mengakibatkan meluasnya kaum miskin kota.
Meiuasnya kaum miskin kola juga diperhebat de-
ngan terus berlangsungnya penggusuran-penggu-
Siwran yang sislematis L’Ji'h'lddp Iahan usaha sektor
mormal di-keta-kota besar di Indonesia.

Sckarang mari kita lihat dialektika hubungan
ckonomi di Indonesia dalam konicks yang lebib
fuas. Yaitu dalam konicks kegialan produksi dan
periukaran dalam kescluruhan sisiem cloonomi.
Uniuk ini, ada baiknya kita mengemukakan ba-

tor buruh memperoleh pendapatan lebih rendah
dari nilai produktivitas batasnya, sedangkan

gamnana Hatia sebagar seorang strukluralis gei-
formulasikan anadisisnya. Observasi Halta me-
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-ngenai dialekiika hubungan ekonomi antar aktor-
~aktor-ekonomi di zaman penjajahan Belanda di
Indonesia layak untuk kita ketahui dalam kaitan-
nya dengan observasi kita pada masa kini di
Indonesia. Tkutilah Hatia berikut ini:

" Yang lendak kita persoalkan di sini ialah
ké_c}udukan soal usaha ekonomi dalam masyarakas
s kitaKaum produsen sebagian yang terbesar
* terdind davipada bangsa ldta, Kawn konsumen
v demikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdin

daripada bangsa asing. Dan inilah satu pokok yang

.+ penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi

~rakyat kita.
- Kita perhatikan kedudakan produksi. Disini
tampai oleh kita, bahwa penghasilan kita amat

.terpecaii-pecah dan samasekali tidak mempunyai

"susunan vang sederhana. Dimana-mana terdapat
predusen yang kecil-kecil, bekerja dengan hampir-
hampir tidak berpokok. Dengan keadaan yang

“seperti ini ia mudah kena jerat silintaly darat dalam
desa. Iulah scbabnya maka tani ldts hanya
menjadi tukang tanam, sedangkan buahnya sudah
orang asing yang empunys. Dengan jalan voorschol
-atau piutang situ kang “'mindering”’ sudah mempu-
nyal hak milik atas padi yang masih dibatangnya
an atas pohion yang masih muda dalam kebun.

Orang tani hampir tidak mempunyai
perhubungan dengan pasar tempat menjual barang-
barang penghasilannya atau dengan kaum
konsumen diketa dan diluar neger vang
mempergunakan barang-barang itw. Kalau ia
hendak menyampaikan barang-barangnya kepada
kaurn konsumen, ia lerpaksa menenima perantaraan
kaum saudagar asing yang eukup mempunyai akal
dan modal, Dan saudagar-saudagar itulah yang
menetapkan harga barang-barang penghasilan palc
tani. Demikianiah kedudukan rakyat kita sebagai
produsen. Bertambah lama bertambah terpant. Oleh
karena harga penghasilan tidak mencukupt untuk
dimakan dengan anak bininya, ia senantiasa terpaksa
mengambil kredit dani situkang " mindering”
dengan rente yang semata-mata riba. Dengan
keadaan ini nasibnya bertambah fama bertambah
melarat. Tambahan lagl jamishnya bertambah lama
bertambah kembang,
Tidak ada bedanya keadaan rakyat kita scbagai

Dan mereka inilah pula yang menetapkan harga
barang-barang yang periz bagi rakyat. Dengan -
jelan piutang meveka dapat pula mengikat sspembeil .
kepadanya.

Demikianlah rata-raia nasib rakyat kita dan
ekonominya. Dua lali rugh. Sebagai sipenjual ia
menjual dengan semurah-murah nya; sebagai :
sipembeli ia membeli dengan semabal-mahalnya, -+

¥eadaan ekonomi rakyar yang begitu me}&»ral i
tidak dapat ditolong dcn{,a.n mengadakan bank -
partifaalir dengan cap “'nasicnal’’, tidak dapat
diperbaiki dengan mengadakan perlampuian anti-
tiba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsur-
angsur dengan memberi susunan kepada produks:
dan konsumsi rakyat.... !

Diatas sudah kita sebug, demikian juga dalam
karangan kita tentang " "Nasib Kaum Dagang
¥eell” (Davlar Rakyat, Mo, 6), bahwa ada kodrat
yang bertentangan sepanjang jalan yang ditempuh
oleh sam barang dari daerah produksi ketempat kon
sumst. Satu kedrat yang datang dari pthak produsen
dan konsumen untuk menyingkirkan kaum dagang,
yang buktinya memahalkan harga, Kodrat itu
dinamal orang dalam bahasa Jerman
" Ausschaltungtendenz’’ ~ atnan menyinglirkan.
Dan saw lagl kodrat yang timbul dari pihak kaum
dagang untuk memasukksn dirinya keda lam proses
penghasilan dengan usalia, supaya ia dapar
menguasai jalan diantara produksi dan kensumsi.
Kodrat i bemama " Einschaltungtendenz”’
aluan menasukkan dirl.

Ditanzh air kits bangsa asing sudah mema-
suklan dirinya kedalam proses itu, bertshan den
berkuasa disana, oleh karena ckonomi rakyat tidak
MempUny: Susunan.

Kaum sandagar asing dengan segala bujangnya
yang terdirt daripada bangsa kita sudah melakukan
" Einschalting”” kedalarm ekonomi kita. Sekarang
usaha kita hendaklah mengerjakan
“Augschaltung'’ merebut julan perdagangan itu
darl tangan bangsa asing. Sebagal kaum produsen
rakyat kita dapai mengambil contoh kepada sikap
kawm industri {produsen) di Barat yang man
menyingkirkan kaum dagang besar dan terus
berhubung dengan kaum konsurnen atau dagang
pertengahan dan kecil ditem pat konsumsi. Untuk

mencapai maksud itu kaum industri tersebut
Y
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nasibnya tergantung kepada saudagar bangsa asing.
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taktik ckonomi ml\val kata’. (Hatta, 1933).
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. Observasi Hatta mengenai dialektika hubung-
-an'ckonomi antar aktor-aktor ckonomi pada za-
man penjaiahan Belanda di Indonesia ini telah
ménjag_likan tekad politk Hatta, bahwa dialekiika
hubungan ekonomi ini harus dirabah untuk me-
mungkinkan ierjadinya emansipasi sosia, se-
hmg a massa rakyat yang tertindas terhindar da-
i proses pemiskinan, Caranya iafah menumbub-
“kan suatu sistem politik berkedaulatan rakyat
‘dan sistem ekonomi yang demekratis serta ber-
keadilan sosial. Sistem politik berkedaulatan
rakyat, menurut Hatla, harus ditopang oleh suatu
pemerintahan yang bersih dari korupsi, feodalis-
me atau neo-feodalisme.

Setelah Indonesia merdcka, dialekika hu-
bungan ckonomi secara fundamental Lidak ber-
ubah, Malah sifat ckspioitatifnya kemungkinan
besar bertambah parsh, Tekanan yang memblok-
kir:emansipast ckonomi strata bawah dalam
struktur sosial berlangsung lebih rapi dan cang-
gih melalui organisasi dan wansaksi  ekonomi
yang lebih effisien. Dialektika hubungan ekono-
mi yang berlangsung sekarang di Indonesi dapat
dihmjukkan dalam diagram di halaman scheiah.

‘Diagram dialektika hubungan ekonomi ini
menunjukkan jaringan interaksi ekonomi di In-
donesia, baik jaringan interaksi ckonomi anlar
aktor-aktor ckonomi di dalam negeri maupun
antara  akior-aktor ckonomi di dalam negeri de-
ngan pihak fvar negeri. Ketergantungan  kepada
pihak asing tereenmin dalam bentuk pembiaya-
an pembangunan, di -mana modal asing dan hu-
tang luar negerl sangat memainkan peranan, Ju-
ga tercermnin dalam bentuk impor dan ekspor.
Industri-industri substitusi impor tidak bisa jalan
ianpa dukengan kuat dar impor.

Sementara itu, yang melaksanakan ekspor
banyak terdiri dari pihak asing. Arus masuk in-
vestast asing dalam rangka relokasi industri un-
wk memanfaatkan buruh murah bangsa Indone-
sia, telah memperbesar kekuasaan pihak asing
dalam sckior ckspor Indoncsia. Adalah merupa-
kan svat iusi balwa ckspor yang terjadi dard

non-ipterest current account {(neraca bcrja}an y
tanpa pembayaran bunga utang luar negeri) dan

bahkan negatif. Misalnya, nilai non-interest.
current account yang positif pada tahun ﬁ:-,__kal
1989/1990, vaitu sebesar US § 1,6 milyar,
adalah hanya scbesar 6,8 persen dari keseluruhan * -
nifai ekspor (Wold Bank, 1992, hal, 252). Nilai.

non-interest current account yang negatif pada -
tahun fiskal 1990/19%91, yaitu sebesar US $:0,5-

milyar, bermakna bahwa elspor nilai tambah dan'_ o
Indonesia icrjads -

Oleh karena adanya defisit dalam nerdca
berjatan, dan adanya kewajiban pembayaran ang-
suran hutang luar negeri, maka peningkatan
ckspor secara all-ow  dilakukan, Unwk lebih
kompettf di pasar intemasional, maka pemba-
varan terhadap faldor buruh harus ditekan. Kem-
bali kita likat, manifestasi hak asasi manusia da-
lam  penentuan tingkat upah burah menjadi
tersingkir. Demikian juga, manifestasi hak asasi
manusia dalam penentuan harga yang diterirna
oleh produsen-produsen kecii penghasil komedi
ckspor tidak menjadi kenyalaan, Dalam wakin
bersamaan, arus masuk sumber-sumber pembia-
yaan ke dalam ekonomi Indonesta secara subs-
lansial febih kecil dart arug sumber-sumber ke-
uangan yang keluar schingga terjadi apa yang
dischat "set transfer’ dari Indonesia keluar
negeri {Srifua Aricf, 1992 b}, Dalam diagram di-
alektika ckonomi yang dikemukakan di sini,
wrlihat peranan pihak asing yang sangat mencn-
tekan dajam ekonomi Indonesia schingga sclu-
ruh komponen ekonomi di dalam negeri dipagari
dengan garis-garis putus. Kemponen hutang luar
negeri dan modal  asing ditempatkan  masing-
masing di atas dan di bawah. Kedua komponen
asing ini menjepit komponen-komponen di te-
ngah yaila akior-akior ckonomi di dalam negeri.
Sementara i, scpertt yang telah dijelaskan se-
belumnya, komponen ckonormi rakyat yang iter-
diri dari buroh, unit-unit ysaha kecil dan sektor
informal  berada dalam kerangkeng eksploitasi
oleh kekuatan-kekuatan ckonomi yang di - atas-

uu.«u;négu'l;\qu sritwiwrmmby b
substansial, terbuki dengan relatif kecilnya nilai

Eoned -
YL EWD FLwA L S

reya Trural sebabnya dalan - aragrmn gineRirRe
hubungan  ekonomi, komponen ini dipagas fagi
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oleh garis-garis putus tersendiri. Skema dialekiika
hubungan ckonomi yang dikemukakan di sini
menunjukkan telah terjadinya aliran surplus
ekonomi dari strata pawah ke strata atas dalam
konstelasi ekonomi di dalam negeri melahs pro-
ses yang eksploitatif. Skema dialektika hubungan
ekonomi ini juga menunjukkan aliran surplus
* ¢konomi dari ckonomi Indonesia keluar negeri
“dalam benluk *'net transfer” dan repatriasi ke-
ynjpngan Hvestasi asing yang merupakan salah
sat fakior penycbab utama terjadinya delisil da-
lam perkiraan begalan dalam neraca pembayar-
an. Situast apa yang disebut eksploitasi oleh
orang atas orang dan eksploitasi oleh suatu
bangsa terhadap bangsa lain, sadar atan tidak
sadar, ielal terjadi di  Indonesia. Dalam situas
seperti inl kesempatan untuk merealisasikan se-
cara effekuf hak asast manuosia untuk keluar dar
lingkaran kemiskinan menjadi sangat terbatas.

Hambatap-hambatan Ekonomi-Politik
Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
dalam Bidang Ekonomi

Seperti telabh dinyatakan dalam penganiar
tulisan ini, keberhasilan atan kegagalan sualu
program peningkatan posisi ekonomi dan sosial
masyaralal ditentukan olch sistem politik yang
berlaka dalam masyarakat tersebut. Dan berfang-
sinya sistem politik dalam peranannya uniuk me-
realisasikan proses emansipasi sosial  erganiung
kepada perilaku elitee kekuasaan dalam sistem
pilitik mi. Dalarn pengerdan i, perilaku clie
kekuasaan sangat bertanggungjawab terhadap
terjadinya diatcktika hubungnan ekonomi  yang
ternyata memblokkir emansipast strata bawah
dalam strukivur sosial, Dalam pengertian ini pu-
Ia, perilaku elitee kekuasaan sangat berlanggung-
Jawab terhadap tidak berlangsungnya secara luas
pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang
ckonomi.

Dalam kesempalan ini, saya ingin mengemu-
kakan kesan banyak pengamat sosial-ekonomi
mengenai perilaku clite kekuasaan dalam sistem

kokoh dinyatakan memenuhi syarat sebagai
basis strategis untuk pelaksanaan halce-hak asasi
manusia dalam bidang ekonomi seca-ra iunas
dan permanen. Tidak dapat dimunglkini babwa
intervensi pemerinizh dalam proses ekononmi,
yang scbetulnya dimaksudkan untuk
menghilangkan distorsi-distorsi, justru telah
sangat berfanggungjawab  terhadap meluashy;i-'-_

_distorsidistorsi ini. Terjadinya konsentrasi -

kekuasaan ekonomi yang fuas di tangan sekes
lompok orang, hubungan ckonomi yang bersi-
fat cksploiatf, nepotisme yang merajalela dan
pengelolaan sumber-sumber  keuangan nasional
yang penuh dengan penyimpangan, tidak dapat
terlepas darl perilaku clite kekuasaan dan para
birokral scbagai administrator-adminisirator
pemerinighan, Hubungan vang simbiotis antara
elite kekuasaan dengan para pengusaha akhirnya
menimbulkan sustu socicd polity yang mengan-
dung ciri apa yang disebut dalam jargon iimu
politik sehagal *' governance as private enter-
prise’”. Dalam hal ini terjadilah suate sitaasi
vang bersifal self-reinforcing anlara jaringan
kekuasaan poliiik dengan jaringan kekuasaan
ckonomi. Dalam situasi berfangsungnya  gover-
nance as private enterprise, sistem polilik telah
memperlakukan politik dan administrasi negara
seperti suatu kegiatan usaha swasta, Perhiingan
bisnis swasla telah  dijadikan dasar pengambilan
keputusan ekonomi. Tujuan pihak swasta menja-
di identik dengan tujuan pengambil keputusan
schingea kepentingan publik tersingkir. Kepen-
tingan pihak swasta dan kepenlingan pengam-
bit kepuiusan menjadi privileged-interest dan
kepentingan  publik menjadi neglected-interest.
Dalam hal ini, maka masalah-masalah  vang
menyangku! kepentingan kelompok-kelompok
womewa (privileged problems) akan lebih dipen-
tingkan pemecahannya dari pada masalah-
masalah yvang menyangkut kepentingan masya-
rakat banyak, Masalah-masalab yang menyang-
kut kepentingan masyarakat banyak akhirnya
moenjadi masalah-masalah yang  tersingkir (neg-

!.JUI,;.L;;\ L};l iilﬂ.}u%ibiu;ch fv“ium_u i }\L/}«.\H ;Hi, ln.-xi;af\u
clite kekuasaan ini sukar untuk dapat secara

:L(.L(,(lf‘[il’ Ul'ﬂ,!t.!l[.)‘) Yelliz, liL;LL‘E\ LTS i}.;lllbbd;laiﬁija
untuk kepentingan masyarakat banyak ini.
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~:Sifat pengambil keputusan publik, yang dida-
sarkan atas perhitungan kepentingan bisnis
swasta dalam kerangka governance as private
enterprise, makin lama makin kokoh apabila pi-
‘hak .pengambil - keputusan semakin tergantung
‘kepada kekuatan-kekuatan bisnis besar. Dalam
‘situasi seperti ini, elemen-elemen manipulatil
“dalam kehidupan politik yang punya hubungan
dengan kepentingan ckonomi kelompok-kelom-
-pok istimewa lampii sebagai elemen-clemen
"'yang dominan. Sementara itu elemen-clemen
yang menguiamakan partisipasi yang as ter-
singkir. Lembaga legislatif menjadi tidak pu-
nya kekuoatan untuk menghkontrol pihak eksekutif,
sehingga lembaga legistaifl ini menjadi lembaga
yang tidak punya hubangan crganik dengan k-
yat yang seharusnya diwakilinya dalam penger-
tian -memperjuangkan dan mempertahankan ke-
pentingan rakyat yang diwakilinya ini, Mana-
jemen masyarakat secara dominan dikendatikan
olch pihak cksckutif. Akhirnya negara telah
menjadi apa yang discbut scbagal " adpinistro-
tive state’”’. Sehagat administrative state, hirarki
atas dalam negara pada hakekalnya didominasi
oleh administrator-administrator dan ukan olch
orang-omng  yang punya visi politik jangka jach.
Administator-adminstrator ini sangat gampang
untuk dipengarahi oleh kalangan bisnis besay
disebablan karcna mercka telah menjadi hamba
materi dan tidak punya seatu komitmen ideolog:
vang bersifat keraloyaian,

Sistem politk dalam arti kata yang sebenamya
telah  mengalami distorsi yang serius. Sisiom
politik tidak dapat secara efekiil menctapkan
arah terhadap administrasi negara dan wjuans
tujuan  pembangunan yang secara operasional
harus dicapai, mengkontroinya dan mengambil
tindakan terhadap peayimpangan. Kekuatan ka-
langan bisais besar, melalui komprador-kompra-
dornya di pemeriniahan, telah menimbulkan
digtorsi terhadap proses pencapaian tjuan-tuju-
an pembangunan. Alokast sumber-sumber
pcmbmymn semakin banya}\ diarahkan  unuk

atau tidak menempati posisi sama sckali dalam
suasang  lingkungan kemiskinan rakyat vang
massif. Proyek-proyek yang sccara komersial
sangal menguniungkan sckelompok orang “ter-
ientu, sangat banyak mengambil porsi sumber-
sumber kevangan nasional dengan mengorban- -
kan proyek-proyek yang secara sosial lebih .
bermanfaat. Akhirnya skala prioritas nasicnal =
menjadi tidak menenty, sehingga mcmmbuik_an _
halangan bagi pelaksanaan hak-hak asasi many-
sia dalam bidang ckonomi unluk kepentingan
strata bawah dalam masyarakat kita.

Kesimpulan dan Catatan Penutup

Terdapat missing link antara konsensus
politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia
di bidang peningkatan posisi ekonomi mkyat,
yaiiu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
lay e bagh kemanusiaan (Pasat 27 UUD 1945),
dengan  dialekika hubungan ekonomi yang ber-
langsung dalam rcalitas kehidupan ekonomi.
Missing link ini erjadi oleh karena sistem politik
yang erbentuk  tidak berfungsi untuk secara
efektif melaksanakean konsensus politik ind, Sis-
ey politik ini udak berfungst unluk melaksa-
nakan konsensus politik int discbabkan adanya
sikap budaya éi kalangan clite kekuasaan yang
menurut banvak pengamat sosial masih bersifat
pra-modern atau feodal. Elite kekuaspan  yang
ada, menural banyak kalangan pengamat sosial,
masib belum dapat dikaakan scbagal suain elile
kekuisaan yang punya sikap budaya yang pro ke-
pada keadilan, anti terhadap penindasan, ant ter-
hadap feodalisme  dan nepotisme dan menjun-

jung linggi integritas dan committed 1erhadap

emansipasi kemanusiaan unluk semaa orang, se-
hingga manifesiasi hak-hak asasi manusia dalam
realitas sosial-ckonomi dapal terlaksana secara
utih, permanen dan luas,

Upays cmansipasi sosial dalam kerangka pe-
laksanaan hak-hak asasi manusia adalah me-
rupakan upaya polink. ini merupakan perjuang-
an polilik. Upaya politk ini menyangkut re-

ulw)nbuzy ¥ ;JA\J_‘;‘LE\ yau)w\. Feltiys st d L iulildb
sosial seharusnya menempati posisi terbawah

remstrakst-srokonkokumany aunrrekorsinkst
politik demi terbentuknya suatu elite kekuasaan
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yang betul-betul comvmitied terhadap kepenting-
an rakyat banyak, bukan kepentingan pribadi dan
“golongan aiau kepentingan lain,

~Upaya politik ini harus datang dari rakyat,
Untuk ini, rakyat hendaklah menganuoi sikap
-budaya yang tidak rela wntuk diganggu kepen-
“tingannya, apalagi diinjak-injak, Dalam kaitan
‘ini,’ada baiknya saya kutip renungan Sutan
“Sjahrir mengenai sikap budaya rakyat Indonesia
wyang harus diberanias:

ketiadann (her nietzifn) sebagai ideal yang pa-
ling tingpi, adalah suatu pandangan hidup vang
umum didunia Timor yang memandang rendak
. kepada hidup, membelakangi hidup, dan sebab i
" mereka menerima hidup dan dunia dengan pasil,
dan sebab fo pula timbul pandangan hi-dup
miereka yailu hidupine adalah penderitaan....
© Orang Timur menerima, menderita; ketakusan-
nya terhadap mant sebenarnya tidak begitu
" disadarinya, tapi justra karena it ia tidak pernah
sampai pada pemilihan antara mai dan hidup, dan
“lebih-lebih dia tidak sampai kepada sualu perbuatan
yang menyatakan pilihan it Dia tidak berbuat, dia
tidak berjuang. (Sutan Sjahrir, 1990),

Apa yang dikemukakan Sjahrir, modah-mu-
dahan dapat menjadi bahan pertimbangan kita
vang serius. Bahwa pelaksanann  hak-hak asasi
manusia dalam realitas sosialekonomi kita, tdak
datang secara gratis dari langit. Tidak da-tang
degan cara berdoa, Dia datang melalui suatn
proses perjuangan politik. -
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